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ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan kepada implementasi kebijakan pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang -dan pemerintah
Kecamatan Patumbak, dalam rangka upaya menyelesaikan tanah garapan rakyat,
dan lebih khusus lagi terhadap implementasi keputusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor 12/PDT-G/2001/PN-LP tanggal 1 Maret 2001 di tengah
masyarakat luas, khususnya masyarakat desa Marindal 1 dan II, Kecamatan
Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode desriktif
analitis dengan penelitian sebagai instrument utama penelitian, data dan informasi
diperoleh dari narasumber dan didukung oleh dokumen sesuai dengan setting dan
fieid penelitian. Metode penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara studi dokumentasi dan hasil rekaman penulis. Hasil
penelitian i adalah kurangya perhatian penuh pemerintah baik eksekutif,
legislative dan yudikatif dalam merespon suatu kebijakan pemerintah, sehingga
suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di bidang pertanahan nyaris tidak dijalankan dan suatu
keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijsde). Hamper-hampir tidak bisa dijalankan oleh pihak eksekutif.
Tentu kondisi im sangat memprihatinkan bagi kalangan praktisi hukum, dan
kurangnya evaluasi oleh pihak pemenintah terhadap kebijakan yang telah
dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini tergambar dasar peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pertanahan dan peraturan organiknya dari sejak
zaman kolonial Belanda, kemerdekaan Orde Lama, Orde Baru dan zaman
Reformasi tentang tanah garapan rakyat dilindungi oleh undang-undang dan
bagaimana proses hukum di lembaga peradilan dalam rangka penyelesaian tanah
garapan rakyat dan bagaimana peranan hukum bisnis dalam menyelesaikan tanah
garapan rakyat. Sampai saat ini pemerintah belum mau belajar banyak dalam
penyelenggaraan pemerintahan, baik belajar dan segi kekayaan dan pengalaman
implementasi suatu regulasi pemerintahan di bidang ilmu pertanahan.
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ABSTRACT

This study focusing on the implementation of official policies of government
of the North Sumatra Province, Deli Serdang District and Patumbak sub-district in
taking settlement for the land worked by people, and it is specifically to the
implementation of adjudication by District Court of Lubuk Pakam No. 12/PDT-
G/2001/PN-LP  dated 1* March 2001 applied to the mid of society in large,
particularly to the community of Desa Marindal I and II, Kecamatan Patumbak. This
study adopted an analytical descriptive method with the research as main instrument
of study. Data and information obtained from those informant and supported by
document refers to the setting and field of the study. To this study, for collecting the
data perhaps by conducting observation, interview, also by documentation study and
the result of medical record. The result to this study seen to note as shortage of
attention care by bureaucracy, the executive, legislative and judicative in response to
a governmental policy, it may connect to the Presidential Decree of Republic of
Indonesia No.34 of 2003 regards to National Policy on lands almost not run as well
and seen on the adjudication of District Court as it having a legal power permanently
(in kracht van gewijdsde). In connecting to this points almost not run by the
executive. It is however poorly condition to those legal practicing, and noted shortage
evaluation by the bureaucracy to any policy as already executed. By the result of
study showed that basic acts rules regulating about the lands and its organic
regulation since Dutch Colonial ruler, Old order liberty, New Order and Reformation
age about the land worked on people protected by the laws and how the process of
legal run on the jurisdiction for having settlement on the land worked by people and
how the role of business law in the settlement for the land worked by people. It is
recognized until at present, the government has no much care yet for executing the
governance well, either need to study more about wealthy and any experiences to
implement a governmental regulation on the lands.

viii
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah pertanahan merupakan salah satu permasalahan pokok dalam
pembangunan nasional, apalagi dalam alam reformasi yang didahului dengan
ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan di masa Orde Lama
maupun pada masa Orde Baru. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan
dilanjutkan dengan tuntutan globalisasi dan semangat otonomi daerah
menimbulkan akses-akses hukuin dan sosial ke permukaan dan menjadi alat
rakya: untuk melakukan penuntutan kepada pemerintah baik melalui prosedur
lembaga peradilan umum maupun melalui aksi demo ke kantor Gubemur maupun
kantor Bupati/Camat.

Khusus dalam bisnis tanah dan properti aspek-aspek hukum tanah
mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam rangka pengadaan
tanah, transaksi-transaksi tanah baik para konsumen maupun para kreditur-
kreditur yang memberikan kredit dalam rangka kepemilikan properti. Banyak ahli
hukum yang mengetahui hukum tanah secara normatif (law in book) akan tapi
yang paling mengerti aplikasinya dalam bisnis tanah dan properti di Indonesia

sangat langka dan dapat dihitung dengan jari, pengertian dan pemahaman tentaay
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mgsa]ah “aplikasi hukum tanah dalam bisnis properti“!, adalah sangat penting
untuk diketahui hal ini dapat memperluas calawawala serta memperdalam
pengetahuan baik teori maupun praktik, berguna untuk memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi masyarakat luas dalam kerangka pelaksanaan
pembangunan bisnis properti di Indonesia.2

Sejalan dengan program pemerintah tentang pemanfaatan dan penggunaan
tanah dan Sumber Daya Alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara dan mineral
secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat
setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian
fungsi-fungsi lingkungan hidup.

Sesuai dengan uraian di atas, maka apabila penulis analisa kebijakan
pemerintah dalam hal “Program Pengelolaan Pertanahan” dijelaskan sebagai
berikut :

“Tujuan dari ini adalah mengembangkan administrasi pertanahan untuk

meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan

mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat

hukum adat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan
pertanahan di pusat dan di daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah

! Johannes Ibrahim, Indawati Sewa, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT.
Refika Aditama, Bandung, 2004, halaman 25. Pengertian Bisnis adalah merupakan salah satu
aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari
bahasa Inggris “business” yang berarti kegiaian usaha, Richard Burton, menyatakan bahwa secara
luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang
atau badan secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau
jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewa gunakan
dengan tujuan mendapat keuntungan, sedangkan hukum bisnis adalah seperangkat kaedah-kaedah
hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul
dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan, sesuai dengan pendapat
Ismail Saleh (mantan Kajagung Republik Indonesia).

2 Erwin Kallo, Aplikasi Hukum Dalam Bisnis Properti di Indonesia, PT. Ombak,
Yogyakarta, 2003, halaman 15.
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DAFTAR PERTANYAAN
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Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/PDT-G/2001PN-LP Tanggal 28 Pebruari
2005 ? yang memutus perkara antara R. Markusan lawan Tukaran yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ?

* 2. Dapatkah Bapak/Ibu/Sdr./Sdri menjelaskan secara ringkas, berapa luas objek
perkara tanah garapan rakyat di Desa Marindal 1 dan Desa Marindal 1I
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ?

3. Dapatkah Bapak/Ibw/Sdr./Sdri menjelaskan atas hak/dasar hukum garapan
rakyat di desa Marindal I dan II, sehingga dapat dimenangkan oleh pihak
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan tidak adanya pihak yang intervensi
dalam perkara tersebut, yang seharusnya pihak pemerintah propinsi
pemerintah kabupaten dan pihak PTPN-II Tanjung Merawa merasa memiliki
lahan tersebut ?

4. Dapatkah Bapak/Ibu/Sdr./Sdri menjelaskan tambahan Rekomendasi dari pihak
pemerintah dalam hal memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam No. 12/PDT-G/2001/PN-LP tersebut sehingga dapat menjadi payung
hukum bagi pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan BPN
kabupaten Deli Serdang dalam hal memproses sertifikat tanah atas nama
pengembang ?

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr./Sdri manfaat dari penyelesaian tanah
garapan rakyat melalui putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut ?

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr./Sdri tentang upaya pemerintah desa,
kecamatan dan pihak pemerintah kabupaten Deli Serdang serta pemerintah
provinsi dalam menyikapi penyelesaian tanah garapan rakyat pada saat ini ?

7. Apakah ada usaha menurut Bapak/Ibu/Sdr./Sdri peranan para pengembang
dalam rangka menyelesaikan tanah garapan rakyat, yang jelas pihak
pengembang berusaha melalui divestasi dari pihak perkebunan PTPN-II
Tanjung Merawa, melalui mekanisme izin pelepasan asset dari Menteri
Negara tentang HGU, HGB dan Hak Pakai ?
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8. Menurut Bapak/Ibw/Sdr/Sdri bahwa dengan adanya putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/PDT-G/2001/PN-LP, bahwa banyak
masyarakat penggarap dapat menikmati hasil perjuangannya juga mendapat
tanah garapannya menjadi hak milik, melalui alas hak SKT Desa, SKT Camat
dan Sertifikas hak milik yang diterbitkan pihak BPN ?

9. Apakah menurut pendapat Bapak/Ibuw/Sdr./Sdri untuk saat ini di perlukan
suatu payung hukum dan bentuk Undang-Undang/Peratiran Pemerintah/
Penetapan Presiden dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelesaian
tanah garapan rakyat ?

10. Bagaimana menurut pendapat Bapak/IbwSdr/Sdri bahwa peranan
pengembang/real estate dalam penyelesaian tanah garapan ?
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Magister Administrasi Publik

UNIVERSITAS MEDAN AREA | hegseissgni>

Nomor . 194 |D1/PPs.UMA/2005 Medan, ¥ Juli 2005
Lampiran P-
Hal : Pengambilan Data

Kepada Yth. : Bupati Deli Serdang
di-
L. Pakam

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Program
Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, kami
mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa
yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Suyitno
NPM : 031803050
Program Studi : Magister Hukum Bisnis

Untuk melaksanakan pengambilan data di instansi yang Saudara
pimpin sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada
Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan
Area.

Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut
diatas mengambil judul : "Penyelesaian Tanah Garapan Rakyat
Melalui Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam". Di
Kecamatan Patumbak Desa Marendal | dan Desa Marendal I
Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik
diucapkan terimakasih.

—==<AN. Direktur,

antu Direktur |,

¢ file

J1. Setia Budi No. 79 B Telp. 061 8201994 Fax. 061 8201994 Medan 20120
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAK

JLN. MAWAR NO. 4 TELP. 7952005
LUBUK PAKAM

REKOMENDASI
Nomor : oy, (A2

1. Sehubungan dengan Surat Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area Medan

Nomor'865/P1 /PPs,UMA/200%angeal ....... 4.Jull 2005 ... perihal permintaan Rekomenda

atas permohonan izin Survey / Riset / Penelitian / KKN dan sebagainya oleh :

a. Nama . SUYITNDO

b. Alamat : Jln. Setia Luhur No.T4G

c. Pekerjaan : Pengapara /Advokat

d. KTP/NIM/NIP/SIM : 031803050

e. Judul : Penyelesaian Tanah Garapan Rakyat Melalui Keputusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dikecamatan Patumbak
Desa Marendal I dan Desa Marendal II Kabupaten Deli
Serdang.

f. Daerah * Kabupaten Deli Serdang (Kec. Patumbak)

g. Lamanya : 1{satu) bulan

h. Peserta : Sendiri

i. Penanggung Jawab : Direktur PPS MHB Universitas Medan Area.

2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas dengan kewajib:
agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum

daerah setempat.

-3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan ha:

pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.

4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, | Agustus 2005

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINM/

B TEN DELI SERDANG
<

¢0 ; s ‘ 3
) &
Tembusan : :f/ gh¥ a,‘,‘..-,_;, Aty)

o
1. Bapak Bupati Deli .Serdang (sebsgai laporan) } l\ﬁj ot

2. Ketua Bappeda Deli Serdang _6::\“__}.1_-_.5‘ b SH
3. pertihNLYERSITASMEDAN AREA L0558 Yooazo%01



- PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PATUMBAK

DESA MARINDAL -1

Jin. Kebon Kopl No. 96 Kode Pos 20361

SURAT ~ KETERANGAN

Nomor :©0Zo /QO/é / doof™

Perdasarkan Surat Pengantar Program Fasca Sarjana tagister Hukum
Risnis Thiversitas Fedan Area MNo,1865/DS/FPS/UMA/2005 tertanspal
o0& Juli 2005 dan Surat Badan Yesatuan Pangsa dan Perlindungan -
Magyarakat Fahupaten Deli Serdang ¥o,070/225 tansmgal N1-88~2005
Prihal : Temberian Reknmendasi Tzin Fenelitian denean Judul

Tesis @

" TENYELESATAN TANAH GARAPAN RAKYAT MELALUT
YEPUTUSAN TENGADILAN NFGRRI Vo, 12/PDT-G/2001/

M-LP u

FMaks diheritatulian kami memberikan izin untuk melakukan venelitian
Ridang Fukum Tertanahan di Desa Yarindal-I ¥ecamatan Patumbak

Vahupaten Deli Serdang kepada ¢

Nama 2 SUYITDHN @G

NTM ¢ 031803050,

Perguruan Tinggi ¢ Universitas Medan Area.
Ctna Riset : Penelitian 1 (sa’cu) bulan,

Serala higya vang berkenaan dengan kegiatan riset vpenelitian di -

malesud ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan,

Nemikian di sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya,
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